
426  Data  Honorer  Kesehatan
Muna Hilang, Kasus Masuk Lidik
Polres
Sultranet.com,  Muna  –  Pendaftaran  seleksi  Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka pemerintah pusat membawa kabar pahit
bagi ratusan tenaga honorer kesehatan (nakes) di Kabupaten Muna, Sulawesi
Tenggara.

Pasalnya,  data  426 honorer  kesehatan yang terdaftar  di  Badan Kepegawaian
Negara (BKN) dilaporkan hilang tanpa jejak.

Para  honorer  kesehatan  yang  telah  mengabdi  bertahun-tahun  mengaku  data
mereka telah terdaftar sejak tahun 2022.

Namun, dalam proses seleksi tahun 2024 ini, mereka mendapati data mereka tak
lagi  tercatat,  seolah  “dihapus”  oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Sumber  Daya
Manusia (BKSDM) Muna.

Kejadian  ini  memicu  kekecewaan  mendalam  di  kalangan  tenaga  honorer
kesehatan.

Mereka pun turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi di Kantor BKSDM Muna
untuk  menuntut  kejelasan.  Namun,  hingga  kini,  tuntutan  mereka  belum
mendapatkan  jawaban.

Merasa tak ada titik terang, masyarakat yang peduli melaporkan kasus ini ke
Polres Muna.

Saat  ini,  Kepolisian  Resort  (Polres)  Muna  telah  memulai  penyelidikan  dan
memanggil sejumlah saksi terkait.

Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, membenarkan adanya laporan
masyarakat terkait kasus ini.

Ditemui  pada  Jumat  (25/10/2024),  ia  menyatakan  pihaknya  berencana  untuk
melakukan koordinasi dengan BKN Pusat guna memastikan tindak lanjut kasus
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ini.

“Kita  akan  lakukan  pendalaman  terlebih  dahulu.  Tentunya  nanti,  apabila
dibutuhkan, kami juga akan memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangan,”
jelas Indra Sandy.

Ia  menambahkan,  pihaknya akan bekerja  sama dengan berbagai  pihak untuk
mengungkap penyebab hilangnya data tersebut,  terutama dengan BKN Pusat
sebagai otoritas terkait.

Sementara itu, hilangnya data ini membuat ratusan tenaga kesehatan kehilangan
kesempatan  untuk  mengikuti  seleksi  PPPK,  meskipun mereka  mengaku telah
melengkapi persyaratan administratif yang diminta.

Kasus  ini  menimbulkan tanda tanya  besar  di  kalangan masyarakat  dan para
tenaga honorer.

Mereka  berharap  pihak  berwenang  dapat  mengusut  tuntas  insiden  ini  demi
kepastian nasib mereka yang kini terancam.


